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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, 

maka dapat diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Dasar hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan 

pengguna pekerja rumah tangga 

 Hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan pengguna 

pekerja rumah tangga ialah hubungan hukum atas dasar perjanjian 

kerja. Hal ini disebabkan hubungan hukum yang ada di antara 

pekerja rumah tangga dengan pengguna pekerja rumah tangga telah 

memenuhi unsur-unsur hubungan hukum atas dasar perjanjian kerja 

berdasarkan uji unsur terhadap Pasal 1313 KUHPerdata dan Pasal 1 

Angka 14 UU Ketenagakerjaan. Adanya perjanjian kerja yang dibuat 

oleh para pihak harus memuat klausula perjanjian kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Permenaker Perlindungan PRT. 

Setelah memuat klausula tersebut, perjanjian kerja yang dibuat oleh 

para pihak juga harus memenuhi keabsahan perjanjian kerja 

berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Kemudian 

setelah perjanjian tersebut sah sesuai peraturan perundang-undang, 

maka seluruh hal yang diperjanjikan akan mengikat bagi para pihak. 

Adapun setelah perjanjian sah, perjanjian kerja yang dibuat juga 

akan mengacu pada ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yakni hal-hal 

yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja juga termasuk di 

dalamnya kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. 
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2. Kekhawatiran tertular Covid 19 sebagai alasan bagi para pihak 

dalam hubungan hukum untuk melakukan pengakhiran hubungan 

hukum secara sepihak 

 Adanya kekhawatiran tertular Covid 19 sebagai alasan bagi para 

pihak dalam hubungan hukum untuk melakukan pengakhiran 

hubungan hukum secara sepihak tidak dapat dilakukan. Hal ini 

disebabkan, meskipun Keppres No. 12/2020 dan Pasal 154A Ayat 

(1) Huruf d UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Covid 19 dapat 

dikategorikan sebagai force majeure dalam terjadinya pengakhiran 

hubungan hukum, namun terjadinya pengakhiran hubungan hukum 

karena kekhawatiran tertular Covid 19 tidak sama dengan unsur-

unsur alasan pengakhiran hubungan hukum karena force majeure. 

Adapun Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa pengakhiran 

perjanjian kerja tidak dapat dilakukan secara sepihak. Adanya 

pengakhiran perjanjian tersebut harus berdasarkan kesepakatan 

kedua belah pihak dan berdasarkan itikad baik dengan juga 

mempertimbangkan dampak dari pengakhiran perjanjian terhadap 

kepentingan para pihak dalam perjanjian khususnya terhadap 

kesejahteraan pekerja rumah tangga. 

3. Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga atas terjadinya 

pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat 

dengan alasan kekhawatiran tertular Covid 19  

 Perlindungan hukum atas terjadinya pengakhiran hubungan hukum 

secara sepihak melalui pesan singkat dengan alasan kekhawatiran 

tertular Covid 19 tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Meskipun demikian pengguna pekerja rumah tangga tetap tidak 

dapat melakukan pengakhiran hubungan hukum secara sepihak 

menggunakan pesan singkat. Hal ini terjadi pesan singkat sebagai 

media dalam melakukan pengakhiran hubungan hukum tidak 
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memenuhi unsur-unsur surat pemberitahuan sebagai tata cara PHK 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (3) PP Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja. Berkaitan dengan terjadinya 

pengakhiran hubungan hukum secara sepihak, pekerja rumah tangga 

dan pengguna pekerja rumah tangga dapat melakukan musyawarah 

untuk mencapai kesepakatan bersama. Bila para pihak tidak dapat 

mencapai kesepakatan dan pekerja rumah tangga merasa dirugikan, 

maka pekerja rumah tangga dapat mengajukan gugatan ganti rugi 

berupa perbuatan melawan hukum karena pengguna pekerja rumah 

tangga telah melanggar Pasal 1338 KUHPerdata mengenai larangan 

pengakhiran perjanjian secara sepihak. Hal ini didukung dengan 

adanya Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan 

bahwa pengakhiran perjanjian secara sepihak termasuk dalam 

perbuatan melawan hukum. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran di 

antaranya: 

1. Disarankan kepada lembaga legislatif untuk segera mengesahkan 

Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah 

tangga sebagai payung hukum atas perlindungan pekerja rumah 

tangga khususnya berkaitan dengan adanya pengakhiran hubungan 

hukum dan penyelesaian perselisihan hubungan hukum antara 

pekerja rumah tangga dengan pengguna pekerja rumah tangga. Hal 

ini dikarenakan saat ini tidak terdapat peraturan yang mengatur 

secara umum mengenai pengakhiran hubungan hukum dan 

penyelesaian perselisihan hubungan hukum sehingga kekosongan 

hukum tersebut dapat berdampak pada kesejahteraan pekerja rumah 

tangga. 
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2. Disarankan kepada Gubernur di setiap daerah di Indonesia untuk 

membuat peraturan pelaksanaan dari Permenaker Perlindungan 

PRT. Hal ini dikarenakan Permenaker Perlindungan PRT mengatur 

bahwa pelaksanaan Permenaker Perlindungan PRT akan diatur lebih 

lanjut oleh Gubernur. Pentingnya pengaturan lebih lanjut oleh 

Gubernur disebabkan Permenaker Perlindungan PRT kurang 

memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga khususnya 

bagi pekerja rumah tangga yang mengalami pengakhiran hubungan 

hukum secara sepihak melalui pesan singkat dengan alasan 

kekhawatiran tertular Covid 19 

3. Disarankan kepada Ketua Rukun Tetangga sebagai pihak yang 

mengetahui adanya perjanjian kerja antara pekerja rumah tangga 

dengan pengguna pekerja rumah tangga untuk dapat menjadi 

mediator dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan 

adanya pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan 

singkat dengan alasan kekhawatiran tertular Covid 19. Hal ini 

dikarenakan adanya mediator dapat membantu upaya penyelesaian 

perselisihan apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan 

bersama. 

4. Disarankan kepada pekerja rumah tangga untuk melakukan diskusi 

dengan pengguna pekerja rumah tangga berkaitan dengan terjadinya 

pengakhiran hubungan hukum secara sepihak dengan alasan 

kekhawatiran tertular Covid 19. Hal ini dikarenakan apabila 

dilakukan diskusi dan mencapai kesepakatan bersama maka para 

pihak dapat meminimalisir kerugian yang timbul khususnya dengan 

menetapkan adanya pesangon untuk menjamin kebutuhan pekerja 

akibat terjadinya pengakhiran hubungan hukum dengan alasan 

kekhawatiran tertular Covid 19. 

5. Disarankan kepada pengguna pekerja rumah tangga disarankan 

untuk melakukan diskusi untuk mencapai kesepakatan berkaitan 
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dengan pengakhiran hubungan hukum dengan alasan kekhawatiran 

tertular Covid 19 serta memberikan pesangon atas berakhirnya 

hubungan hukum. Hal ini dikarenakan adanya diskusi untuk 

mencapai kesepakatan bersama dapat meminimalisir kerugian yang 

timbul. 

6. Disarankan kepada para peneliti untuk dapat melakukan penelitian 

lanjutan mengenai keadaan pekerja rumah tangga yang terdampak 

pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat 

dengan alasan kekhawatiran tertular Covid 19. Hal ini dikarenakan 

penulis telah melakukan penelitian yuridis normatif sehingga 

dilakukannya penelitian secara yuridis sosiologis berkaitan dengan 

pengakhiran hubungan hukum secara sepihak melalui pesan singkat 

dengan alasan kekhawatiran tertular Covid 19 akan melengkapi 

penelitian ini. 
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